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PUTUSAN

Nomor 431/Pdt.G/2023/MS.Sgi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR’IYAH SIGLI  yang  memeriksa dan  mengadili

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah

menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara:

NUR  AZKIA  BINTI  ABD  MANAF,  Nik  1109044509880001,

Tempat/Tanggal Lahir Sigli /  05/09/1988,  Agama Islam,

Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,  Pendidikan SMA,

Alamat  Gampong Kreet Paloh, Kecamatan Padang Tiji,

Kabupaten  Pidie,  selanjutnya  disebut  sebagai

Penggugat;

melawan

RISWAN EFENDI BINTI AHMAD Z,  Nik -,  Tempat/Tanggal  Lahir

Sinabang  /  19/06/1981,  Agama Islam,  Pekerjaan

Nelayan,  Pendidikan SMA,  Alamat  di  Gampong  Suka

Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar’iyah tersebut; 

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah meneliti bukti surat serta  mendengar keterangan Penggugat dan

saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  gugatan  cerai  terhadap

Tergugat dengan surat  gugatannya  tanggal 02 Oktober  2023 yang telah

terdaftar  di  Kepaniteraan  Mahkamah  Syar’iyah  Sigli  Nomor

431/Pdt.G/2023/MS.Sgi tanggal  05  Oktober  2023,  dengan  dalil-dalil

sebagai berikut : 

1. Bahwa,  pada  tanggal  06  Mei  2009,  Penggugat  dengan  Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Padang  Tiji,  Kabupaten
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Pidie,  (Kutipan Akta  Nikah Nomor  :  54/04/V/2009,  tanggal  113 Mei

2009 ); 

2. Bahwa,  setelah  menikah  Penggugat  bertempat  tinggal di  Gampong

Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue sampai

dengan bulan Februari 2023 kemudian Tergugat pulang ke Gampong

Kreet Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie sampai dengan

sekarang karena terjadi pertengkaran;

3. Bahwa,  dari  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  telah dikaruniai

1(satu)  orang  anak  yang  bernama  Muhammad  Hafizi  Bin  Riswan

Efendi, lahir 28-02-2010;

4. Bahwa, awalnya  Kehidupan rumah tangga Penggugat  dan Tergugat

hidup  rukun  dan  harmonis  selama  2(dua)  tahun  kemudian  terjadi

perselisihan dan percekcokan disebabkan:

4.1. Tergugat  tidak  pernah  memberikan  nafkah  yang  mencukupi

kepada Penggugat dan anaknya;

4.2. Tergugat  seorang  yang  penceburu  buta  dan  sering  menuduh

Penggugat berselingkuh;

4.3. Tergugat  telah  pernah  mengucapkan  kata-kata  cerai  terhadap

Penggugat;

5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan

Februari 2023 sampai dengan sekarang;

6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan dari

pihak keluarga sebanyak 2(dua) kali akan tetapi hanya damai sebentar

kemudian terjadi lagi percekcokan;

7. Bahwa,  untuk  menghindari  penderitaan  batin  yang  berkepanjangan

bagi  Penggugat  dan  dapat  mengganggu  mental  dan  psykis

Penggugat,  maka  Penggugat  terpaksa  melakukan  upaya  terakhir

dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Penggugat  mohon  agar

Ketua  Mahkamah  Syar’iyah  Sigli  segera  memeriksa  dan  mengadili

perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya

menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menjatuhkan Talak Satu Ba’in Sughra Tergugat (Riswan Efendi Binti

Ahmad Z) terhadap Penggugat (Nur Azkia Binti Abd Manaf);

3. Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan  perundang-undangan

yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain  Mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap  di

persidangan.  Penggugat  datang  menghadap  sendiri  di  persidangan,

sedangkan  Tergugat  tidak  pernah  datang  menghadap  dan  tidak  pula

mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang

menghadap  di  persidangan  dan  tidak  ternyata  pula  ketidakhadiran

Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang dapat dibenarkan menurut

hukum;

Bahwa  pada  setiap  persidangan  Majelis  Hakim  telah  berupaya

menasehati  dan  menyarankan  kepada  Penggugat  agar  bersabar  dan

rukun kembali  dalam rumah tangga dengan Tergugat,  akan tetapi  tidak

berhasil  karena  Penggugat  telah  bertekad  tetap  ingin  bercerai  dengan

Tergugat;

Bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah

Agung RI  Nomor  1  Tahun 2016,  tidak  dilaksanakan dalam perkara  ini

karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa  oleh  karena  upaya  damai  tidak  berhasil,  maka  Majelis

Hakim  melanjutkan  pemeriksaan  perkara  aquo dengan  terlebih  dahulu

membacakan  surat  gugatan  Penggugat  dalam  sidang  tertutup  untuk

umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawabannya terhadap dalil-dalil

gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil  gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  Nomor  1109044509880001,  atas

nama Nur Azkia (Penggugat) bermeterai cukup, telah dinazegelen dan

telah disesuaikan dengan aslinya (P.1);
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2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  atas  nama  Penggugat  dan  Tergugat,

54/04/V/2009, tanggal 113 Mei 2009yang dikeluarkan oleh  Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Tiji,

Kabupaten  Pidie,  bermeterai  cukup,  telah  dinazegelen  dan  telah

disesuaikan dengan aslinya (P.2);

Menimbang,  bahwa  selain  bukti  surat  Penggugat  juga  telah

mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai

berikut:

1. Safriani Binti Abd. Manaf, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan

SMP, pekerjaan  mengurus rumah tangga,  tempat  tinggal  Gampong

Kreet  paloh,  Kecamatan  Padang  Tiji,  Kabupaten  Pidie,  yang  telah

memberi  keterangan  di  bawah  sumpah  pada  pokoknya  sebagai

berikut :

- bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena

Penggugat kakak kandung saksi;

- bahwa benar  Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang

telah menikah tahun 2009;

- bahwa setelah menikah mereka tinggal  di rumah saksi kemudian

pindah  ke  rumah  orang  tua  Tergugat  di  Gampong  Suka  Maju,

Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;

- bahwa  antara  Penggugat dan Tergugat sudah  mempunyai  satu

orang anak laki-laki;

- bahwa  antara  Penggugat dan Tergugat   sudah  tidak  harmonis

karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang mencukupi kepada

Penggugat  dan  anaknya  serta  Tergugat  pencemburu  buta  yang

saksi melihatnya sendiri,  Tergugat telah pula mengucapkan kata-

kata cerai terhadap Penggugat;

- bahwa  saksi  pernah  ke  Simeulue  dua  kali  dan  saksi  melihat

kehidupan  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  harmonis  lagi,  karena

sudah terjadi keributan;

- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih

kurang  satu  tahun  lebih  lamanya,  karena  Tergugat  sudah

memulangkan Penggugat kepada kami da nada dilafadhkan cerai;
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- bahwa  setahu  saksi  terhadap  permasalahan  Penggugat  dan

Tergugat sudah pernah didamaikan di kampung dua kali dan oleh

keluarga  dan  saksi  sendiri  sudah  menasihati  keduanya,  namun

tidak membawa hasil;

- bahwa  saksi  tidak  sanggup  lagi  untuk  mendamaikan  Penggugat

dan Tergugat;

2. Muhammad  Rizal  Bin  M.  Jafar,  umur30  tahun,  agama  Islam,

pendidikan  SMA,  pekerjaan  petani,  tempat tinggal  Gampong Leuhop

paloh, Kecamatan Padang Tiji,  Kabupaten Pidie, yang telah memberi

keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah sepupu Penggugat;

- bahwa benar  Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang

telah menikah pada tahun 2009;

- bahwa  antara  Penggugat dan Tergugat telah  mempunyai satu

orang anak;

- bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi

keributan dan percekcokan yang terus menerus, karena Tergugat

tidak memberikan nafkah dan Tergugat  pemcemburu buta sering

menuduh Penggugat selingkuh;

- bahwa Tergugat telah mengantar Penggugat dan telah diceraikan

secara  dibawah  tangan  pada  bulan  Februari  tahun  2023  sudah

didamaikan namun tidak berhasil;

- bahwa saksi sudah tidak mau lagi mendamaikan Penggugat dan

Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena tidak

pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan akhir secara lisan yang

pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon

gugatannya dikabulkan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam

Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini

maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; 
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat

sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian

dan  Penggugat  bertempat  tinggal  dalam  wilayah  yurisdiksi  Mahkamah

Syar’iyah Sigli.  Oleh karena itu,  Majelis  Hakim menilai  bahwa gugatan

Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a

angka 9 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun

1989. Dengan demikian maka Mahkamah Syar’iyah Sigli berwenang untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang,  bahwa  pada  hari-hari  persidangan  yang  telah

ditetapkan  untuk  pemeriksaan  perkara  ini,  Penggugat  telah  datang

menghadap  sendiri  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  pernah

datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau

kuasanya  yang  sah  untuk  menghadap  di  persidangan  meskipun  telah

dipanggil  secara  sah  dan  patut  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  26

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  dan  tidak  ternyata

ketidakhadiran  Tergugat  tersebut  disebabkan suatu  halangan yang sah

atau  dapat  dibenarkan  menurut  hukum  dan  juga  Tergugat  tidak  ada

mengajukan eksepsi terhadap surat gugatan Penggugat. Oleh karenanya

sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  149  ayat  (1)  R.Bg  perkara  ini  dapat

diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  di  dalam  setiap  persidangan

telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Penggugat

agar  hidup  rukun  kembali  dengan  Tergugat  sebagai  suami  istri  untuk

membina  rumah  tangga,  akan  tetapi  tidak  berhasil  karena  Penggugat

tetap ingin bercerai dari Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai

telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1)

Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.

9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun

1989  jo.  Pasal  143  ayat  (1)  dan  (2)  Kompilasi Hukum Islam  (Inpres.

Nomor 1 Tahun 1991);
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Menimbang,  bahwa  upaya  mediasi  dalam  perkara  ini  tidak

dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal

ini  sesuai  dengan  maksud  ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)  Peraturan

Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di

Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai yang diajukan oleh

Penggugat  bahwa  antara  Penggugat dan Tergugat  sering  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  dalam  rumah  tangga  yang  membuat

Penggugat menanggung beban yang sudah tidak sanggup dihadapi lagi;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  yang telah  dipanggil  secara  resmi

dan patut ternyata tidak pernah datang menghadap di depan persidangan

dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah

untuk  menghadap  di  persidangan  dan  tidak  ternyata  ketidakhadiran

Tergugat  tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum,

oleh karenanya maka Majelis Hakim  menilai  bahwa  Tergugat  tidak ingin

mempertahankan  haknya  di  depan  sidang  pengadilan  dan  berarti  pula

Tergugat telah  mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat; 

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui

dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan

alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan

Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada

Penggugat  dan  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang

Nomor  7  tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  Majelis  Hakim  perlu

mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau

orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang,  bahwa  untuk  mendukung  dalil-dalil  gugatannya

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah

memberi keterangan di bawah sumpah di persidangan dan terhadap alat-

alat bukti tersebut akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, berupa  Fotokopi Kartu Tanda

Penduduk atas  nama  Penggugat.  yang  Isinya  menjelaskan  tentang

identitas Penggugat dan Tergugat yang bertempat tinggal dalam wilayah

yurisdiksi  Mahkamah Syar’iyah  Sigli.  Dengan demikian,  maka bukti  P.1
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telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai

nilai  pembuktian  yang  sempurna  (volledig  bewijskracht) dan  mengikat

(bindende  bewijskracht)  karena  telah  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal

1870  KUHPerdata  jo.  Pasal  285  RBg. serta  telah  memenuhi  maksud

Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal

301 ayat (2) RBg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta

Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Padang  Tiji,  Kabupaten  Pidie,  telah

bermeterai  cukup, telah dinazegelen di  Kantor Pos dan  sesuai  dengan

aslinya. Isinya menjelaskan tentang status perkawinan antara Penggugat

dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada instansi

yang  berwenang,  sehingga  bukti  tersebut  mempunyai  nilai  pembuktian

yang  sempurna  (volledig  bewijskracht) dan  mengikat  (bindende

bewijskracht)  sebagaimana diatur  Pasal 1870 KUHPerdata jo.  Pasal 285

RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun

1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg.;

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut,  Majelis

Hakim  menilai  bukti  surat  yang  diajukan  Penggugat  telah  memenuhi

syarat  formil  dan  materil  alat  bukti.  Oleh  karenanya,  Majelis  Hakim

bekesimpulan  bahwa  dalil  gugatan  Penggugat  tentang  pernikahannya

dengan Tergugat patut dinyatakan telah terbukti. Dengan demikian maka

Pengugat  merupakan  pihak  yang  berhak  dan  mempunyai  kepentingan

hukum secara langsung dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan

gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  juga  telah  mengajukan  2 (dua)

orang saksi  yang dihadirkan oleh Penggugat,  adalah orang-orang yang

sudah  dewasa  dan  merupakan  orang-orang  yang  dekat  dengan

Penggugat,  sehingga saksi-saksi  mengetahui  langsung keadaan rumah

tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan, pendengaran

dan penglihatan sendiri sehingga relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak

dilarang menjadi saksi dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan pasal

175  R.Bg,  serta  keterangan saksi-saksi  yang  diajukan Penggugat  juga
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saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-

dalil  gugatan  Penggugat,  yakni  bahwa  benar  antara  Penggugat dan

Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dalam  rumah

tangga.  Kemudian antara Penggugat dan Tergugat  sudah pisah rumah

selama lebih kurang dua tahun, dan saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk

mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  terhadap  keterangan  saksi-saksi  tersebut,

Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai

saksi, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309

R.Bg. Dengan demikian maka kesaksian a quo dapat diterima dan dapat

dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-

saksi  bila  dihubungkan  dengan  keterangan  Penggugat  di  persidangan,

maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  pernikahan  sah

menurut  Syari’at  Islam  dan  tercatat  pada  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie pada tanggal 06 Mei 2009;

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah  mempunyai satu orang

anak;

- bahwa  antara  Penggugat dan Tergugat  sudah  tidak  harmonis  lagi

dalam  rumah  tangga karena  sering  terjadi  pertengkaran  yang

disebabkan  oleh  karena  Tergugat  seorang  pencemburu  berat  dan

sering  menuduh  Penggugat  berselingkuh  serta  Tergugat  tidak

bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anaknya;

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah  lebih  dari

satu  tahun  lamanya,  karena  Tergugat  sudah  mengucapkan  talak

kepada Penggugat;

- bahwa  saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat

dan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut,  Majelis

Hakim  telah  menemukan  fakta  hukum  bahwa  antara  Penggugat dan

Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dalam  rumah

tangga yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah

rumah lebih dari satu tahun lamanya sampai dengan sekarang;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  tersebut,  Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan

Tergugat  demikian,  maka  mustahil  untuk  dapat  mewujudkan  tujuan

perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah

warahmah sebagaimana maksud firman Allah swt. dalam Surat Ar-Rum

ayat 21, Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi  Hukum

Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  di  atas  Majelis  Hakim

menilai  bahwa rumah tangga  Penggugat  dengan Tergugat  sudah  tidak

dapat dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudharatnya

(mafsadat)  lebih besar daripada  manfaat (maslahatnya).  Hal  ini  sejalan

dengan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  :  266  K/AG/1993

tanggal  25  Juni  1994  dan  sesuai  pula  dengan  kaedah  hukum  yang

menyatakan :

المصالح     جلب من أولى درءالمفاسد

Artinya  :  “Menolak  kemudaratan  lebih  utama  daripada  mengambil

manfaat”;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim  menilai  bahwa  dalil-dalil  gugatan

Penggugat  telah  terbukti  dan  alasan  perceraian  yang  didalilkan  oleh

Penggugat  telah  sesuai  dengan  maksud  ketentuan  Pasal  19  huruf  f

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi

Hukum Islam yang  berbunyi  : “antara  suami  dan  isteri  terus  menerus

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup

rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  dalil-dalil  gugatan  Penggugat

tentang alasan perceraian telah terbukti, sedangkan Tergugat yang telah

dipanggil  secara resmi  dan patut  untuk  menghadap persidangan tetapi

tidak  hadir,  maka  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  sesuai  dengan

ketentuan  Pasal  149  ayat  (1)  R.Bg.  maka  gugatan  Penggugat  patut

dikabulkan dengan verstek, sebagaimana tercantum dalam amar putusan

ini;

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-
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undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang

timbul dalam perkara ini  dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya

sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dalil-dalil hukum syara’ dan segala ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  bain  shughra  Tergugat  (Riswan  Efendi  bin

Ahmad Z) terhadap Penggugat (Nur Azkia Binti Abd. Manaf);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp.181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu  rupiah).

Demikian  putusan  ini  dijatuhkan  dalam  rapat  permusyawaratan

Majelis  Hakim Mahkamah Syar’iyah Sigli  pada  hari  Kamis tanggal  29

November 2023 M, bertepatan dengan tanggal  15 Jumadil Awal  1445 H,

oleh  kami  Dra.  Hj.  Zuhrah,  M.H.,  sebagai  Ketua  Majelis,  Dra.  Nurismi

Ishak  dan  Dra. Hj. Rita Nurtini  masing -masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan  ini  diucapkan  pada  hari  itu  juga  dalam  sidang  terbuka  untuk

umum oleh Ketua Majelis didampingi  Hakim-Hakim Anggota tersebut di

atas,  dibantu  oleh Herlina,  SH sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,          Ketua Majelis,

       DRS. NURISMI ISHAK          DRA. Hj. ZUHRAH, M.H

Hakim Anggota

        DRA. HJ. RITA NURTINI
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Panitera Pengganti,

   HERLINA. SH

Perincian biaya perkara: 

1. Biaya Pencatatan Rp   30.000,00

2. Biaya Proses Rp   50.000,00

3. Biaya Penggandaan Rp     7.000,00

4. Biaya Panggilan Rp   51.000,00 

5. PNBP Panggilan Rp   20.000,00

6. Biaya Redaksi Rp   10.000,00

7. Biaya   Materai                      Rp     10  .000,00   

Jumlah Rp 181.500,00
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